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ABSTRAK

NIM : 2008420012, Judul : PENGARUE PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NO. 36 TAHUN 2003 TENTAWNG TARIF PASAL 17 TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN PERFAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN

PAJAK JAKARTA CAKUNG SATU,

Jumiah Hal : x -+ 74 hal : 2012,

Kata Kunci : Kepatuhan Pelaporan Perpajakan

Untuk mengetahui apakah tinghot kepamhan pelaporan perpajakan pada
Kanior Pelayanan Pajak Pratama Jakarta: Cakung Satu mulai meningkat. Maka
dilakukan perbandingan dari tahur ke tahen apakah terjadi peningkatan.

Untuk menjelaskan penulis monggunakan metode deskriptii’ kuantitatif.
Kegiatan vang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung Satu dapat
dilihat dari laporan bulanan yang dilapérkan ke Dirjen Pajak Pusat. Tingkat
kepatuhan pelaporan perpajakan tiap tubunnya mengalami peningkatan jika dilihat
dari persentase. Target yang ditentukan oleh Dirjen Pajak secara nasional dan
Kantor Pelayanan Pajak tidak ada vang mencapai target.

Jumlah pelapor tidak ada vasg mencapai nilei minimal target yang
ditentukan. Jumlah pelapor dari tahun 2008-2010 tidak ada yang mencapai target
minimal rasio kepatuhan. Baik rasio yang ditentukan Dirjen Pajak maupun Kantor
Pelayanan Pajak.

Pada skripsi ini, penulis lebih memibkuskan pade metode deskriptif
kuantitatif. Karena tingkat kepatuhan diliitung berdasarkan persentase. Selain itu
penelitian ini lebih menitikberatkan pada kepatuhan pelaporan perpajakan.

Dafiar Acuan : (2007-2012)

Jakarta, 17 Juli 2012

Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berckesinambungan vang terus dilakukan oleh pemerintah
telah menuntut untuk dicarinyva sumber-sumber dava vang menunjang
pembangunan tersebut, karena pembangunan dan biaya merupakaan dua sisi

vang tidak terlepas satu sama lain.

Surnber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan dapat di kelompokkan
menjadi sumber daya alam dap sumber daye modal. Sumber daya alam
merupakan sesuatu yang tidak rmungkin untuk terus kita andalkan sebagat
instrument untuk menaunjang pembangunan, selain yang sifatnva yang sulit
diperbaharui juga dapat menimbulcan dampak sosial yang tidak diharapkan.
Walaupun demikian Pemerintah cenderung  berhati-hati  dan  memilik
pertumbuhan yang moderat untul perekonomian Indonesia pada tahun 2011,
kini negara tetangga telab berancang-ancang meningkatkan kembali
pertumbuhan ekonominya setelal berhasil memperbaiki perekonomian yang
terpukul sebelumnya, seperti Singapura, Thailand, dan philipina. Kini negara
tersebut mencanangkan pertumbuban ekonomi vang lebih tinggi dari

Indonesia pada tahun 2011, Untuk menggali dan meningkatkan pendapatan



dari sekior pajak ini, direktorat jenderal pajek melakukan dua cara yaitu: (1)
Intensifilasi perpajakan dalam :«zf:@;%ia bidang (2) Penjaringan wajib pajak

baru.

Iniensifikasi perpajakan di segala bidang Iebih di tekankan pada
pengoptimalan semua objek pajak schingga dapai di realisasikan menjadi
penerimaan pajak. Sedangkan up&yé uniuk melakukan ekstensifikast wajib
pajak baru, dilakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang
memberikan kemudahan bagl calon gwagih pajak untuk segera di kukuhkan
sebagai wajib pajak beseria kmmamgan«keuntungan yang akan dinikmatinya

pada suat yang bersangzkutan telah menjadi wajib pajak.

Peraturan p&:rtmdamgmaﬁaéxgm perpajakan yang mengatur tentang
Pajak Penghasilan yang berlaku &saz_}as%: 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak i’fenghasimn sebagaimana teiah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2000 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan.

Berdasarkan UU No 36 tzhun 2008, maka Undang Undang PPh yang
berlaku di Indonesia sejak 1 Janvari 2009 adalah : Undang-undang No 17

tahun 2000 sebagaimana terakhir %ﬁfie}h diubah dengan UU No 36 tahun 2008.

Menurut Pasal 4 ayat {1} Undang-andang no. 36 tahun 2008 tentang
pajak penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) “Yang menjadi Objek Pajak

adalah penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang



diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia vang dapai dipakai uptuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan dengin nama dan dalam bentuk apapun™.

Penghasilan dapat berupe gﬁ@gtggaﬂti alau imbalan berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa vang diterwma: atau diperoleh, termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarivm, komisi, fwm.ﬁi‘?, graiifikasi, uang pension, atau imbalan
dalam bentuk lainnya yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21
(selanjutnya disebut PPh 21). Ulpava vang dilakukan terus menerus oleh
pemerintah  dalam menjaring wéxjib pajak  diharapkan akan dapat
meningkatkan peneriinaan negara, kavena baik penghasilan dari segi pemberi
kerja dalam hal ini badan dan penghasilan yang diterima oleh karyawannya

sama-sama merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan UU No. 36 mixmﬁ 21108 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-undang No. 7 tahun 1983 teniang Pajak Penghasilan, tarif pajak
penghasilan yang dikenakan aies penghasilan kena pajak untuk WP
Perseorangan (WP Orang Pribaci) telah terjadi perubahan. Tarit PPh Orang
Pribadi hanya berubah dalamy hol tarif dan lapisan kena pajaknya. Secara
umwn bisa dikatakan bahwa perubahan tarif pada Wajib Pajak Crang Pribadi

ini bersifat menurunkan tarif pajale

Upaya pemerintah  unduk  meningkatkan  kepatuhan  pelaporan
perpajakan dilakukan dengan idensifikasi pada scgala bidang, misalnya

dengan perubahan tarif baru. Perubahan tarif, baik naik maupun turun,



merupakan jalan yang dilakuken pemerintah. Hal inilah vang dilakukan
pemerintah melalui perubahan Usdang-undang Nomor 36 tabun 2008, Pada
dasarnya, Undang-undang tidak dapat mengatur semua permasalahan secara
sempurna, karena Undang-undang perpajakan bersifat umum. Disamping itu,
permasalahan  yang muncui  dilspangan semakin  kompleks akibat
berkembangnya perekonomian dun kehidupan sosial. Karena keterbatasannya
itulah, masyarakat (khususnya waiib pajak) berupaya untuk mencari celah-
celah (loopholesy yang terdapat dalam Undang-undang tersebut tanpa
melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang

berlaku.

Dalam hal ini. terdapet perbedaan orientasi antara pemeriniah dengan
wajib pajak. Disatu sisi, fiskus mengupayakan untuk dapat menggali secara
maksimal semua potensi pajak wang ada, pamun disisi lain, wajib pajak
berusaha untuk meminimalkar beban pajakava dengan caraz yang tidak

bertentangan dengan hukum.

Kondisi perpsjakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak
dalam menyelenggarakan pa:rztzaj&kmlzlya membuiuhkan kepawmhan waiib
pajak vang tinggi, yaiiu kepatuhan defarn: pemenuhan kewsjiban perpajakan vang sesuai
dengan kebenararmva. Kepatuban im.:nmézﬁxé kewajiban perpajakan secam sukarela
(voluniwy of complience) merupakan tilang pungaung darl selfassesment system,
dimana wajib pajak bertanggurg jawsb menetapkan sendiri kewajiban
perpajakan kemudian secara akwrat dan iepat wakiw dalam membayar dan

melaporkan pajaknya,



Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
wajib pajak memenuhi semua keveziiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya.

Berdasarkan pemikiren-pemikiran diatas, penulis akan mencoba
melakukan penelitian dengan mengambil judul  “ Pengarul FPenerapan
Undang-undang No.36 Tahan 1008 Tentang Torif Pasal 17 Terhadap

Kepatuhen Pelaporan Perpajekan *.

B. Rumusan Masalak

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mencoba
melakukan penelitian sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh dalam
penerapan tarif pasal 17 UU No.. 36 Tahun 2008 terhadap kepatuhan

peiapc;rén perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah-masaiah varg felah peneliti rumuskan maka

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikat:

Untuk menganalisis implementasi penerapan tarif pasal 17 UU PPh No. 36

Tahun 2008 terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan,



D. Manfaat Penelitian

1.

e

Manfaat penelitiar: yang diharapkan dapat mencapai duoa hal, vaitu:
Manfaat akademis.

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para
akedemisi yang mendalami bidang perpajakan, khususnya mengenai PPh

pasal 21 serta kepatuhan pelaporar: atas pajak tersebut.

. Manfaat Praktis.

Penelitiaan ini juga dapat diguraken untuk mengetahui pengraruh
penerapan Undang - undang No.36 Tzhun 200¢ Tentang Turif Pasal 17

terhadap kepatuhan pelaporan g}@f@@iﬁkzin.



